ABSTRAK

Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia
khususnya di media sosial membuat resah masyarakat. Pembentukan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE
merupakan salah satu langkah yang dibuat pemerintah untuk menjerat pelaku kejahatan
di internet. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.
19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
ITE dan ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 (2) Undang-Undang No. 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
Metode yang digunakan ialah yuridis-normatif, hasil dan pembahasan penelitian ini
adalah bahwa kualifikasi pencemaran nama baik dan kualifikasi ujaran kebencian
berbeda. Jika pencemaran nama baik menyerang nama dan kehormatan orang lain atau
suatu kelompok, tetapi ujaran kebencian menyerang harkat dan martabat manusia.
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ABSTRACT

The rise of cases of defamation and hate speech in Indonesia, especially on
social media, has made public uneasy. The formation of Law Number 19 of 2016
concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information
and Transactions, hereinafter referred to as the ITE Law, is one of the steps made by the
government to ensnare criminals on the internet. Defamation is regulated in Article 27
paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008
concerning ITE and hate speech is regulated in Article 28 (2) of Law No. 19 of 2016
concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning ITE. The method used is
juridical-normative, the results and discussion of this study is that the qualifications of
defamation and the qualifications of hate speech are different. If defamation attacks the
name and honor of another person or group, hate speech attacks human dignity.
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